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a. bahwa untuk melaksanaken ketentuan Pasal 311 ayat
(1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daetah schagaimana telah beberapa kali
diubal, terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Undeng-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20129 {fentang
Pengelolasn Keuangan Daerah, Bupat: wajib mengajukan
FEancangan  Peraturan Dasrah tentang Anggaran
Pendapatan den Belanja Daeral (APBD| Tahun Anggaran
2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD|
untuk memperoleh persetujunn bersama;

b, bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada hurmf a merupaken perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2022 yanp dijabarkan dalam = Kebljjakan Umum
Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Palfon Angparan
Sementarn yang telah  disepakat] bersama  antara
Pemerintah Doerah denpsn Dewnn Perwnkilan Rakvat
Daprah pada tanggal 23 bulan Agusius ahuan 2021

¢. balhwa bierclasarlan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan haraf b perlu menetapkan
Peraturan Doaerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daernh Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 avat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3, Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendeharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Megars Republik indonesia Nomor $3535),
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11.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undeng-Undang  Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbanpan Keuangan Antara Pemeriniah Pusat  dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negari Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Lemmbaran Negarg Republik Indonesisa Tahun 2007
Nomaoar 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacralh dan  Retribusi  Deerah  (Lembarsnm  Negara
Republik Indonesis Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Repullik Indonesin Nomor 5049),

Undang-Undang Nomer 23 Tehun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh  |Lembaran  Negara Republik
Isndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telith diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 wentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan  Daersh  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negarp Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B373);

Peraturan Pemerintah Nomor 1089 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keusmpan Kepaln Daerah don Wakil Kepaln
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesie Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeiolean Keuangan Badan Lavansn Umum
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesis Nomor 4502 sebagsimana telah  diubah
dengan Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Nomor
T4  Tawhun 2012 tentang Perubshan  Peraturmn
Pemernintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelalaan
Keuangan Badan Laynnan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2012 Nomer 171, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 5340},

cPeraturan Pemerintah Nomor 533 Tabun 2005 Tentang

Pang Penmbangan (Lemibaran MNegara  Republik
lndonesin Tahun 2005 Nomor 137, Tambahen Lemboran
Negars Republk [ndonesia Nomar 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Bantuan Keuangan Partal Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 20089 Nomor 18, Tambahan
Lembarnn  NWegarn Republik Indonesin Nomor  4972)
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14.

16.

17.

18,

19,

20,

sehagaimana lelah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturin Pemernmtah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedus Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik |Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
6177

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Aluntansi Pomerntahan  [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

. Permturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan don Pengawnsan Penyvelenggaraan
Pemeriniah  Doerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2017 Nomor 73, Tambahon Lembaran
Megarn Republik Indonesia Nomor 604 1);

Feraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuvangan dan Adminisirasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rekyat Daerah (Lembaran Nepara
Bepublik Indonesia Tehun 2017 Nomor 106), Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomaor 6057);

Peraturan Pemeérintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolnan Keuangan Daeerah  (Lembaran Negara
Republik Indonessa Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indobness Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 9 Tahin 2021
tentang Tats: Care Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah  tentung Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Dagrah, HRancengsn  Persturan  Daeroh  tentang
Perubmbon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dann Rancangan Peraturan  Kepala  Daerah  tentang
Penjabaran  Pertibahan  Angearan  Pendapatan  dan
Belanja Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20271 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentdng Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintal
Daerah (Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 754,

Peraturan Menten Dalom Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
sertn Pelnksanasn  don  Pertanpgungjawaban  Dana
Uperasional (Beria Negara Republik Indonesia Tehun
2017 Nomer 1067},

. Peraturan Menteri Datam Negerl Nomor 36 Tahun 2018

tetitang Tata Cars Penghitungan, Penganggaran Dalam
Angparan Fendapatan dan Belanja Daerah, don Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanpgpungiawaban  Pengpunaan  Bantuan Keuangan
Partal Polittk (Berita Negarn Republik: Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentnng Perubohan atas Peraturan Menteri Dalean Negerd
Namor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan
Pengnngparan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Caerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dann  Laporan  Pertangeung Jawaban  Penggunasn
Bantupn Keuangan Partai Policik (Berita Negara Republik



Menetapkan:

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyvosunan Anggaran Pendapatan
den  Belanja Daersh Tahun Anggaran 2022 [Berita
Megarn Republik Indonessa Tahun 2021 Nomor 926);

23, Peraturan Dovrah Kabupaten Bandung Baral Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN BANDUNG BARAT
Dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

FERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

e

Anpparan Pendapatan dan Belanja Daersh vang selanjutnya
disingknt APBD adalah Rencang Keuangan Tahunan Daerah
yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah,

Pendapatan Daergh sdalah semua hak Daerah yvang diakui
acbagai penambah nilnl kekayasn bersth dalam periode tabun
anggaran berkenan.

Dana Transfer Umum adalah Dana vang dialokasikan dalam
APBN  kepada Daerah ‘untuk  digunakan sesuai - dengan
kewenangan Dacrab guna mendana kebutohan Daerah dalam
ranpha pelaksanaan Disentralisasi.

Dana Transfer Dacrah Khusus adalah Dana yvang dialokasikan
dalam APHN Kepada Daerah dengan tujuan untuk membanty
mendanal kegiatan khusus, baik fsik maupun non [sik yang
merupakan urusan Daerah,

Dana Bagi Hasil yvang selanjutniva disingkat DBH adalah Dana
vang bersumber dard  pendapatan tertentu  APBN yang
dialokasikcan Kepada daerah pengheasil berdasarian angla
persentase tertentu dengan tujuan mengurangt ketimpangan
kemampuan keuangay antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Oang Alokasi Umum veng sclanjutnya disingkat DAU adalah
Dang vang bersumber darl pendapatan APBN yvang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar dasrah
antuk mendana kebutuban Doeral dalam rangka pelaksanaan
Beseniralisas.

Dann Alekest Khusus yang selanjutnyadisingkat DAK dalah
danu vang beraumber dan pendopaton APBN vang dinlokasilan
kepada  doerah  tertentu dengan  ujuan  untuk  membontu



mendana kegiatan khusus yvang meropakan Urusan Pemerintah
vaty menjad kewenangan Daerah

8. Belanja Daerah adalah semua kewsjiban Pemerintah Daerah
vang dialui sebagai pengurangan nilal kekavaan bersih dalam
perinde tahun anggaran berlcenan.

9., Pembiavaan adalah setiap penerimaan yang perlu  dibavar
Kembal dan/atau pengeluaran vang akan diterima Kembali baik
pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran
berikutnyva.

10, Pinjaman Daerah adalah semua tansaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilal uang dan pihak Jain schingga Daerah tersebut dibebani
kewajiban untik membayar kembali,

11, Pemberian Pinjaman  Daerash  adalabh  bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintal Daerah
lamnnva, Badan Lavanan Umum Daerah Milik  Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Koperssi dan Masvarakat dengan hak memperoleh
bunga don pengembidion pokok pinjaman.

2. Sisa Lebih Perhitungan Anggoron yang selanjutnya  disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisast penerimaan dian pengelusran
anggaran selama 1 [satu) periode anggaran.

Pasal 2
APBD  terdini atas pendapatan  daerah, belanja  daerah, dan
pembiiyaan daernh.
APBD Habupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 berjumlah
Rp3.345 329 554 936,00, rerdini atas pendapatan daerah, belanja
duerah. dan pembinyaan dasrah dengan rincian schagai berikat
8. Pendapatan Dacrah Rp2.913.958.280.698.00
b. Belanju Daerah Rp3, 128,129 584.936,00

Defisit/Susphss  Rp(214.171.304.238,00)
. Pembiayvaan Dacrah

1. Penerimasn Rp331.371.304.238,00
2. Pengeluaran Rpl17.200.000.000,00

Pembiayann Netto Rp214_ 17 1.304.238,00.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp0.00.

Pasal 3

Pendapalan daermh direnconakan ssbesar Rp2.913.958.280.698,00
(e Tribyein Sermbifen Retis Tigo Belns Milyar Sembilen Rotus Lima
Prtih Dedigaar Juta Due Rates Dl Puluh Ribw Enam  Rafus
Sembaion Puluh Delapan Rupiah), yvang bersumber dari:

a. Pendapatan ash;
b, Fendapatan transfer; dan
. Loin-lmin pendapaton deerah vang sah.



Fasal 4

i1) Pendapatan asli daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp751.2912.293.903,00 [Tujuh
Ratus Lima Puluh Samu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juto
Mun RBatus Sembilon Puluh Tign Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah),
yveng lerdir atas:
4. Pajak daerah;
b, Retribust daerab;
¢. Hasil penpgelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lun pendapatan asli daerah yang sah;

{2 Pajak daerah sebagnimana dimaksud pada ayatr (1) humaf a
direncanakan schesar Rp482.286.834.221,00 (Empat Ratus
Delapan Puluh Dua Milyar Bug Ratus Delapan Puluh Enam Juta
Delapan Ratus Tiga Pulich Empat Ribu Duwa Ratis Dua Puluh Satu
Rupiahj.

(3] Retribusi dierah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref b
direncanakan sebesar Rp37.603.765.789,00 (Tige Puluh Tufuh
Milyar Enam Rotus Tiga Juta Tujuh Rotus Enam Puluh Lima Ribu
Tupuh Rotus Delapan Puluh Sembilon Rupiah)

4] Hasil pengelolann  kekayaan deaerah  yang  di o pisahkan
sebupemaneg  dimeksad pada avat (1) hural ¢ direncanakan
scbesar Rpd494.842.021,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat
Juta Delagpan Rafus Empal Puluh Duc Ribu Dua Puhih Satu
Rupiahj.

(3} Laun-lan - pendapatan asli daerah  vang sah  sebagaimana
dimaksud pads wyat (1) hurof d  direncanakan  secbesar
Rp230 906,851, 872,00 (Dua Raws Tiga Puluh Milyar Sembilon
Ratus Eriam Juta Delaparn Ratus Lime Puluh Satu Ribu Delapan
Ratus Tupuh Puluh Duo Rugich),

Pasal 5
{1} Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hurul b direncanakian  sebesar Rp2. 162.665.986.795,00 (Dun
Trilyun Serulus Enam Puluh Dua Miyar Enam Ratus Enam Puluh
Lima Juta Sembifan Ratus Delaopon Pufuh Enagm Ribu Tujuh Ratis
Sembilan Puluh Lima Rupinh), yang terdiri atas:
a Pendapatnn transfer pemerntah pusat; dan

b Pendapatan tronsfer antar daerah



[2} Pendapatan transfer pemerintah pusat schagaimana dimaksud
pada aval i1 huraf a direncanakan sehesar
Rpl 910,022 979.000,00 (Satu Triyun Sembilan Ratus Sepuluh
Milyer Dug Puluh Duag Juta Sembilan Ratus Tufuh Pulub Sembilan
Ribu Rupiah)

i3 Pendapatan  transfer antar dacrah sebagaimana dimaksud
pata nyat (1) hurul ] direncanakan sebesar
Rp252,643.007.795,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Enam
Ratus Empat Puluh Tiga Juta Twuh Ribu Tujuh Ratus Sembilarn
Puluh Lima Rupiah).

Pasal &

i1) Laimn-lmn pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud
dalar Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah),
yang lerdinn atas.
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat,
e. Lain-lain  pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(2] Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebasar RpQ,00 |no! Rupiak).

3) Dana darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar BRp0,00 (rol Rusiah).

(4] Lain-lain  pendapatan  sesuai  dengan  kelentuan  peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimoksud pada ayat (1) huraf
¢ direncanakan schesar Rp0,00 (nol Supiab).

Pa=al 7
Anggaran  belanja daersh  tahun  Anggaren 2022 direncsnakan
sebesar Rpd. 128,129,584 036,00 (Tga Triyun Seratus Dua Puluh
Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Julo Lima Rates Delapan
Puluh Empat Ribu Sembilan Rotus Tige Puluh Enam Rupiah], vang
terdiri atas:
n. Belanja operasional;
b. Belanja modal,
. Belanjn tdak rerdugs; dan

d. Belanjn transfer.



Pasal §

1] Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan scbesar Rp2 308.435452.701,00
{Dua Trilyun Tiga Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Pulh Lima
Juta Empat Rotus Lime Puluh Dua Ribu Tujch Ratus Satu Rupiah),
vang terdirl atas;

a. Belanja pegawal;

b: Belpmpa barang dan jasa;
¢. Belanja bunga:

. Belani subsidi;

e Belania hibah; dan

I Belanja bantusn sosial

(2] Belanjs pegawai schagaimans dimoksud pada ayat (1) burul a
direncanakean sebesar Rp 1.165.883.665.312,00 (Satu Thiyun
Seratus Enam Pufuh Lima Milyar Delapon Ratus Delopoan Pulul
Tigy Juta Enem Rotus Enam Puluh Lima Ribu Tigo Rotus Dua
Belas Rupiah)

{3 Belunje barang dan jess sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl.021.345.223.063,00 (Samu
Trilyun Dua Puluh Satu Milyar Tign Botus Empat Putuh Lima Juta
[hea Rarus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Putuh Tiga Rupiah).

i4) Belanja bunga scbapaimens dimaksud pada ayat (1) hurul e
direncanakan sebesar Rpl2.025.600.000,00 (Dua Belus Milyar
D Puluh Lima Juta Enam Rotus Ribu Rupiah).

(5] Belanja subsidi sebagamana dimaksud pada ayat (1) hurol d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

6] Belania hibah sebagaimong dimaksud pada ayat (1) hurufl e
direricarakon  sebesar RpUs 9784054 326,00 (Sembilan  Puluh
Deglapun Milgar Semiilan Retus Tuuh Pulub Delapan Juta Empet
Raius Enam Puluh Empal Ribu Tiga Raius Dua Puluh Enom
Ruprichi)

[7] Belanja baniuan sosial sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
hurufl [ direncarakan sebesar Rp10.202.500.000,00  (Sepuloh
Milyar Pua Ratus Dun Juto Lima Ratus Ribu Rupiah),

Pasal 9
(1) Anggaran belanja modal sebagmimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan  achesar Rp339.552,543.734,00 [Tiga
K



Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta
Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tuwuh Ratus Tiga Puluh Empat
Rupiak|, vang terdiri atas:

a. Belomyn modal tanah.

Iv. Belanjn modal peralatin don mesin.

o. Belunja modal bangunan dan gedung

d. Belanjo modal jalan, jaringsn, dan rigasi;

e, Belonja modal aset tetap lainnya; dan [

Belanja modal aget tidalk berwujud.

i2) Belangn motal tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf a direncanakan sebesar Rpl 440.935.850,00 (Saru Miyar
Empat Ratus Empar Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Pulub Lima
Ribu Delapaern Ratus Lima Puluh Rupiah).

3] Belania modal peralatan dan mesin sebapaimana  dimalksud
pads nyat (1) hurul b direncanakan sebesar Rp73.240.402.081,00
{Tumh Puluh Tiga Milyor Dua Ratus Empoat Puluh Juta Empat
Ratus Pria Rebu Delapan Peluh Saty Rupich).

(4] Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimens dimalksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp77.547.094.230,00
(Tumih Pulah Topeh Milyar Lima Batus Empat Puluh Tufuh Juta
Sambilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).

(5| Belanja modal jalan, jarmgan, dan  irdgasi  sebagmimana
dimaksud pada ayat (1) huref d  direncanskan schesar
Epl8],6809.420,621,00 |Seratus Delapan Puluh Saftu Milyar Enam
Rtz Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Duo Peluh Ribu
Enom Rutus Dua Puluh Satu Bupioh),

(6] Belanja modal asect tetap lainnyva sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf e direncannlian  sebesar  Rpd 084.897 985,00
(Empot Midyar Delapan Puluh Empat Jute Delapan Ratus Sembilan
Priluh Topeh Ribt Sembilor Rafes Delapan Puiluh Lima Rupieah).

(7} Belanja medal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
i1) huruf { direncanakon sebesar Rpl 549.792.967,00 (Sate Milyar
Lime: Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tufch Ratts Sembilan Puluh
Dua Ribu Sembilan Ratus Erane Puluh Tuiuh Bupiah).

Pagal 10
Anpearan belanja tidak terdupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh
Druer Mitgeeer Bupreehy, vang terdin atas belanja tidak terdaga.

L]



Pasal 11

(1} Anggaran belanje transfer sebagnimans dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan scbesar Rpd58.141.588.501,00 (Empat
Ratus Limo Puluh Delopan Milyar Serotus Empat Puluh Satu Jula
Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Satu Rupioh,
vang terdin alas:
a. Belanja bagt hasil; dan
I+ Belamja bantuan keuangan,

{2) Belania bagl hasil sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncannkan sebesar RpS0,089.060.001,00 (Lima Puluh Milyer
Pefppan Puluh Sembilon Juta Enam Puluh Ribu Satu Ruprah).

i3) Belanjn bantuan keuangan sebagaimana dimaksod pada avat
(1) huruf b direncanakan scébesar Rpa08.052.528.500,00 (Empal
Ratus Delapan Milyar Lima Pulub Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh
Delapan Ribu Lina Ratus Rupiah|.

Pasal 12
Anggaran pembisvann daersh Tahun Anggaran 2022 direncanakan
scbesar Rp214.171.304.238,00 (Dua Ratus Empat Belus Milyar
Sergitus Tujuh Puluh Satu Juta Tige Ratus Empat Ribu Dua Ratus Tiga
Puluh Delopan Rupiah), vang terdin atas;
a. Ponermaan pembiayas; dan

11 Pengelupran pembiayvaan.

Pasal 12

(1} Anggeran penerimaan  pembiayasn  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal 12 huruf a  direncanakan — sebesar
Rp3dl. 37 1.304.238,00 (Tiga Rarus Tga Puluh Satu Milyar Tiga
Ruatus Twueh Puluh Satu Juta Tiga Rotus Empat Ribu Dua Ratus Tiga
Friluh Delopan Rupdah), vang terdiri atns:
& Siza lebih  perhitungan  anggaran tahun anpggesran

sebelummya;

b. Pencairan dans cadanpan|

Hasil penjualnn keknvaan doersh yang dipisahkan,

(=" g |

. Penernnmann pinjaman docraly;

e Penerimann kembali pemberian pinjaman daerah; dan

o

Pencrimaan pembiavaan lainnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2} Bisn lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sehagaimana  dimaksud pada ayat (1] huruf a direncenakan
I



sebesar Rpl90.712.820.661,00 (Seratus Sembilan Puluh Milyar
Tupeh Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratis Dua Puluh Ritne Enam
Ratus Engm Puluh Satu Rupek).

(3] Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
i1} huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah|.

4] Hasil penjunian kekuvann daerah vang  dipisahkan
sebapmmang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sehesar Rp0,00 (Nol Rupiah,

{5] Penerimaan pnjaman  daernh  sehagaimans  dimaksud  pada
vt (1] huruf o direncanakan scbesar Rp 140.658.483.577,00
(Seratus Empat Puluh Milyer Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta
Empat Ratus Delogpan Puluh Tiga Ribu Limo Ratus Twich Puluh
Twjeh Rupioh).

{Nol Rupiah],

(6] Penerimann kembali pemberian pinjaman dasrah sebagaimana
dimaksud pada avat (1] huraf e direncanakan sebesar Rp 0,00
[Nl Rripimh)

i7} Penerimann  pembiayaan lsinnya  sesual  dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  schagaimana dimalksud padn
avat { 1) huraf § direneannkan sebessr Rp0,00 [Nol Rupiah).

Pasal 14

(1) Anggoran  pengelusrnn pembiavasan  schapgeimana  dimaksud
dalam Pasal 12 hurafl b direncanakan sehesar
Rp 117 200.000.000,00 | Serutus Twyuh Belas Milyar Dua Ratus Juta
Rupiah), vang terdiri atas:
. Pembentukan dona cadangan;
I1. Penvertnan modal daerah;
¢ Pembavaran cicilan pokel utang yang jatuh tempo;
il Fembernan pintaman daerah; dan
e Pengeluarsn pembtavaan lainnya sesual dengan Ketentuan

peraturan perundang-undangan;

{2} Pembentukan dana cadanpan sebagaimana  dimaksud pada
avat (1) huraf a direncanakan sebesar RpQ.00 (Nol Rupiah).

{3) Penyertann modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hural b direncanskan  sebesar  Bpl0.000.000,000.00 (Sepuluh
Milyor Rugiah),

(4) Pembavaran  cicilan  pokok utang wang  jatuh  tempo
sebapalmidnn  dimaksad pads avar (1) boemf o direncangkan
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sebesur RplO7,200.000,000,00 |Seratus Tufh Milyar Dua Ratus
Juta Rupiah).

Pemberian pinjaman duerah sebagaimana dimaksud pada ayat
i1y hural d direncanakan sebesar RpG,00 (Nol Rupiah).
Pengelusran  pemblayasn  lainnya  sesuai dengan  ketentuan
peraturan  perundong-undangan  sebagmmana  dimaksud  pada
ayat | 1) hurnf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Mol Rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanin  dagrah  mengakibatkon tegadinya  (defisit)  schesar
Rp2l4.171,304.238,00 |Dua Ratus Empat Belas Milyar Seratus
Tujrih Pulich Saty Juta Tiga Ratus Empat Bk Dua Ratus Tiga Puluh
Deleypaar Rupiah)

Pembiavean mneto  wvang merupakan  selisth  penerimaan
pembinvann  terhadap  pengelusrsn pembiayasn  direncanakan
sebesar plus Rp214.171.304.238.00 {Dua Ratus Empat Belas
Milyar Seratus Tuph Puluh Satu Jute Tiga Retus Empat Ribu Dua
Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiahl,

Pasal 16

Dalam keadaan darurat  termasuk  keperluan  mendesak;
Pemerintab Daersh dapal melakukan pengeluaran yang belum
tersedia  anggarannyva dan/atau  pengeluarian mtt:ﬁih:i pagu
vang ditetapkan dalam pernturan dasrah i, vang selanjutnya
dimasukan  dalsm  perubahan  anggaran | pendapatan den
belanja daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran
2022 dengan tata earn sesual dengan cara terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan  kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan  pemberitnhuan  kepada
Pimpnan  DPRD selanjutnya disampaikan  dalam  Laporan
Realizasi Angparan.

(2] Keadaan darurat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mehpatti

o, Bepecnna alam, bencona non-alam, bencana sosial dan/atau
lerjedian luar binsa:

ls, Pelulcsanaan operasi pencanan dan pertolongan; dan/atau

¢ Werusnlan sarana/prasarana veng  dapat  mengganggu
kegiatan pelayanan publik.
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[3) Keperluan mendesak schagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputl!
a. Kebutuhan dacrtah dalam rangka pelayanan dasar

masyvarskat vang anpparannya belum tlersedia dalam tashun
anggaran berjalan;

. Belanje  daerah vang bersifat mengikat dan belanja  yang

bersifat wajib;

:. Pengeluaran dacrah yang berada diluar kendali Pemenntah

Docrah dan tdak dapat dipredilesilan sehelumnya, serts
amannl perpturan perundang-undungun; dan fatau
Penegiuaran deerah  lmnnya vang  apabila ditunda  akan
mentmbulkan  kerugan yang  lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan /atou masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daersh
sebagaimana  dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahlcan dan Peraturan
Daerah Kabupaten ind terdiri dari:

1. Lammpirnn |

2 Lampran 1l

3. Lampiran 1f]

4. Lampiran IV

5. Lampiran ¥V

6. Lampian VI

Ringkasan APBD  vang Diklasidfikas: Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pombinyann:

Fingkoasan APBD  yang Dildasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daersh dan Organisasi;

Kincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Diersh, Organisasi, Program, Kegiamn, Sub
Kegatan, Kelompolk, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Fekapitolasi Belanja Menurut Urusan
Pemermtazhan  Daerah, Organisasi, Program,
Kegintin Beserta Hosil  dan Sub  Kegiatan

Beserts Keluaran;

Hekapitulas Belama Daerah Untuk Keselarasan
dan Reterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuungan Negara;

Rekapitulasi Belanja Uniuk Pemenuban SPM;



7. lLampiran VI

8, Lampiran VIII

4, Lampiran IX

10. Lempiran X

11. Lampiran X1

12 Lampiran X1

13 Lommpnran XTI

14, Lampiran XIV

15, Lampiran XV

6. Lampiran XV

Sinkronisasi Program pada RPIMD
denganRancangan APBD;

Sinkronisasi  Program, Kegintan dan  Sub
Kegiatnn  pada  RKPD  dan  PPAS  dengan
Fancangan APBD;

Sikromisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumilah Pegawal Per Golongan dan Per

Jabatan:

Daftar Plutang Daerah;

Caftar Penyertagn Modal Daerah dan Investasi

Darerah Lainnya;

Daftar Perkirann Penambahan dan
FPengurangan Aset Tetap Daersh dan Aser Lain-
Loun;

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak [multy
years),

Craftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 18
Bupau menetapkan peraturan Bupati Bandung Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah schagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditctapk&n di Bandung Barat

Diundangkan di Bandung Barat
pm:la tanggal 30 Desember 2021

~ .+ \BEKRETARIS DAERAH

'l\.ll

KﬁLE!UP'A’I'EH BANDUNG BARAT,

AEEF SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5
3ERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (6/288/2021)
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